
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 84 ",HUN ZOU

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELA S
PEMBEBASAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN WADUK LEBAK BUL
FASILITASNYA 01 KELURAHAN CILANDAK BARAT, KELURAHAN LEBA

KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

NAAN
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah te
UnJang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang ·Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pena a

bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan r
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adan
pengairan yang terarah antara lain dengan pelaksanaan p
lahan untuk pembangunan Waduk Lebak Bulus dan F
Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Lebak Bulus
Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
PerencanaanIPeruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaa
Lahan guna Pembangunan Waduk Lebak Bulus dan
Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Lebak Bulus
Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per t
Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tenta
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuas n
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3. Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2004 tentang Sumb r
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Mengingat

Menimbang

7. Undano-Undang tJomor 29 Tahun 2007 tentang
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ib k
Kesatuan Republik Inj(l118Sia;

erintahan
t

l

Nngara
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8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan unluk Kepe Ii
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presid
Tahun 2006;

engadaan
an Umum
Nomor 65

hun 2007
omor 36

laksanaan
na telah
plentang
5 tenlang
n untuk

9. Peraluran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
tentang Kelentuan Pelaksanaan Peraturan Presid
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebag
diubah dengan Peraluran Presiden Nomor 65 Tahun
Perubahan atas Peraluran Presiden Nomor 36 Tahun
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pemban u
Kepentingan Umum;

10. Peraluran Daerah Nomor 3 Tahun 1987 lenlan knelapan
Rencana Bagian Wilayah Kola untuk Wilayah K c malan di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraluran Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentan rganisasi
Perangkal Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangun 'edung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PER ANAANI
PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PE i;'BASAN
LAHAN GUNA PEMBANGUNAN WADUK LEBAK BULUS DAN F S ITASNYA
DI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KELURAHAN LEB IBULUS,
KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKART LATAN.

Pasal1

Penguasaan Perencanaan/Perunlukan bidang tanah unluk
pembebasan lahan guna pembangunan Waduk Lebak Bulus da
di Kelurahan Cilandak Baral, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamat n
Kota Administrasi Jakarta Selalan, seluas ± 38.316,33 m2 (u "" ,_ 1

tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam belas kama liga pul h ~a meter
persegi) sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warn iru lebal
pada peta siluasi skala 1 : 1000 terdin dan 2 (dua) lembar d n Nomor
Pemenksaan 6131S/PPSKlDTRNII12011 dibual sebanyak 2 (d a ret yang
aslinya disimpan di Biro Umum Selda Provinsi Daerah Kh s Ibukola
Jakarta.

Pasal2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah s ~aimana

dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Peke 'a ~ Umum
Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta untuk membebaskan/m n songkan
dan mengamankan lanah/lokasi yang digunakan, baik langs n faupun
tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda ya 9 ~rada di
alasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mens Sl I saslkan
Peraluran Gubernur ini sesuai dengan kelentuan peraturan p ndang­
undangan.
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Pasal3

Peraturan Gubernur in! berlaku selama 1 (satu) tahun d
pelaksanaan pembebasan lahan belum selesai dapat i
untuk 1 (satu) kali perpanjangan penguasaan perencanaan
waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Peran
(SKPD/UKPD) dan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundan k

apabila
rpanjang
kjangka

I
ra agar
ernur ini
t Daerah

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe dangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam B ri Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 20

GUBERNUR PROVINSI DAERAH K USUS
IBU TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 7 oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 88




